BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pemetaan
keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Di mana
pemetaan keuangan daerah diukur berdasarkan penerimaan PAD,

BHP dan BHBP, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan pemetaan keuangan daerah terhadap 38
Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, rata-rata 90%
kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jawa Timur memiliki PAD,
BHP dan BHBP yang relatif rendah atau masih tergolong daerah
bergantung. Sedangkan sisanya 10% tegolong daerah yang
memiliki PAD, BHP dan BHBP yang relatif sedang atau daerah
berkembang dan daerah yang memiliki PAD, BHP dan BHBP
yang tinggi atau tergolong daerah mandiri, dimana hanya kota
Surabaya yang memiliki karakteristik sebagai daerah mandiri.

2. Daerah yang tergolong dalam cluster daerah mandiri memiliki
karakteristik sebagai daerah industri dan perdagangan. Daerah
yang tergolong dalam cluster daerah berkembang, sebagian
besar memiliki karakteristik sebagai daerah semi industri dan
berada di sekitar ibu kota propinsi yaitu Kota Surabaya (daerah
mandiri). Sedangkan daerah yang tergolong dalam cluster daerah
bergantung sebagian besar memiliki karakteristik sebagai daerah

agraris.
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Tingginya proporsi daerah bergantung (tidak mandiri) yang ada
pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur menunjukkan
bahwa otonomi daerah belum mampu  mengurangi
ketergantungan pemerintahan daerah terhadap bantuan dari
pemerintahan pusat, yang berarti otonomi daerah belum berjalan

secara efektif sesuai dengan yang diharapkan.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas,

maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

a.

Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur
disarankan dapat melakukan strategi-strategi yang sesuai dengan
kondisi dan potensi daerahnya masing-masing sehingga dapat
memperbaiki kondisi daerahnya sehingga menjadi daerah yang
ideal atau mandiri.

Penelitian selanjutnya disarankan agar lebih memperluas
variabel yang digunakan, tidak hanya menggunakan PAD, BHP
dan BHBP sebagai variabel penelitianya tetapi dapat
menggunakan semua pos-pos yang ada pada keuangan daerah,
baik dari sisi pendapatan dan belanja atau pembiayaan. Begitu
pula dengan wilayah yang akan menjadi obyek penelitian
selanjutnya, tidak hanya kabupaten/kota yang ada di Propinsi
Jawa Timur tetapi dapat diperluas, misalnya menggunakan
kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa atau bahkan semua

kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
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